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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1  Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang No. 42 

Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. Pemberlakuan Ketentuan 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang dimaksud per April 2010 (Resmi, 

2016).  

PPN Barang dan Jasa dan PPnBM merupakan Pajak yang dikenakan 

atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi 

barang maupun konsumsi jasa yang dikenai pajak. Oleh karena itu, barang 

yang tidak dikonsumsi di dalam Daerah Pabean (diekspor), dikenakan pajak 

dengan tarif 0% (nol persen). Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak 

yang sama dengan produksi barang dalam negeri (Waluyo, 2013).  

Penerimaan PPN ini diperoleh dari selisih Pajak Keluaran dan Pajak 

Masukan yang disetorkan ke kas Negara dan PPN atas kegiatan membangun 

bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh 

orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan 

pihak lain, termasuk yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi 

atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut PPN (www.pajak.go.id). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.03/2012, 
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kriteria kegiatan membangun sendiri yang dikenakan PPN adalah luas 

keseluruhan bangunan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi). 

Beberapa istilah-istilah penting yang perlu diketahui dalam PPN, yaitu 

(Resmi, 2016): 

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah 

darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang di dalamnya 

berlaku Undang-Undang kepabeanan. 

2. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat 

atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak 

dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-

Undang PPN. 

3. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu 

perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 

kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan 

untuk menghasilkan barang karena pesanan dari pemesan yang dikenakan 

pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. 

4. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 

BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-

Undang PPN dan PPnBM. 

5. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena 
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Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang 

digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

6. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP 

karena perolehan BKP dan/atau penerimaan JKP dan/atau pemanfaatan 

BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP 

dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP. 

7. Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang 

melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, dan atau ekspor BKP. 

PPN mempunyai beberapa sifat pemungutan atau karakteristik yang 

dikenal dengan legal character (Waluyo, 2013): 

1. PPN sebagai pajak objektif. 

Pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan 

diri Wajib Pajak (WP). 

2. PPN sebagai pajak tidak langsung (indirect tax). 

Sifat ini mejelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan 

kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran 

pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban). Untuk 

menetapkan sebagai pajak tidak langsung karena adanya unsur-unsur: 

a. Penanggung jawab pajak terutang yaitu pihak yang secara yuridis 

formal diwajibkan melunasi pajak sebagai akibat adanya peristiwa 

ekonomi yang menyebabkan untuk dikenai pajak; 

b. Penanggung pajak yaitu pihak yang kenyataannya secara ekonomis 

memikul beban pajak; 
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c. Pemikul beban pajak yaitu pihak yang harus memikul beban pajak 

berdasarkan Undang – Undang. 

3. Pemungutan PPN multistage tax. 

Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun 

jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer. 

4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak. 

Credit method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi PKP 

harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. 

5. PPN bersifat netral. 

Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) faktor: 

a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. 

b. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan. 

6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda. 

7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan BKP atau JKP 

yang dilakukan atas konsumsi dalam negeri. 

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat 

berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud 

yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Jenis 

kelompok barang yang tidak dikenai PPN yaitu barang tertentu dalam 

kelompok (Waluyo, 2013):  

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung 

dari sumber. Barang tersebut meliputi: 

a. Minyak mentah (crude oil); 
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b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap 

dikonsumsi langsung oleh masyarakat; 

c. Panas bumi; 

d. Asbes batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, 

batu permata, betonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu 

(halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, 

mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, 

perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah 

diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan 

trakkit; 

e. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan 

f. Bijih perak, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih 

perak, serta bijih bauksit. 

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. 

Barang-barang meliputi: 

a. Beras; 

b. Gabah 

c. Jagung; 

d. Sagu; 

e. Kedelai; 

f. Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; 

g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui 

proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, 
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dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, 

diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; 

h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang 

dibersihkan, diasinkan atau dikemas; 

i. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan 

maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan 

lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan 

j. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang 

telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-

grading dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan 

k. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, 

dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang 

dicacah. 

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, 

warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang 

dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman 

yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan 

4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. 

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 

perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 

kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan 

untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan 

atas petunjuk dari pemesan yang dikanakan pajak berdasarkan Undang-
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Undang (Nursanti dan Padmono, 2013). Kelompok jasa yang tidak dikenai 

PPN yaitu jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut (Waluyo, 2013): 

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, yang jenisnya meliputi: 

a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 

b. Jasa dokter hewan; 

c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli 

fisioterapi; 

d. Jasa kebidanan dan dukun bayi; 

e. Jasa paramedik dan perawat; 

f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium 

kesehatan, dan sanatorium; 

g. Jasa psikolog dan psikiater; dan 

h. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh 

paranormal 

2. Jasa pelayanan sosial, yang jenisnya meliputi: 

a. Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo; 

b. Jasa pemadam kebakaran; 

c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; 

d. Jasa Lembaga Rehabilitasi; 

e. Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk 

crematorium; dan 

f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial. 
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3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat 

dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain 

pengganti perangko tempel. 

4. Jasa keuangan, yang meliputi: 

a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang 

dipersamakan dengan itu. 

b. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana 

kepada pihak lain menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; 

c. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, berupa: 

1) Sewa dengan hak opsi; 

2) Anjak piutang; 

3) Usaha kartu kredit; dan/atau 

4) Pembiayaan konsumen; 

d. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai 

syariah dan fidusia; dan 

e. Jasa penjaminan. 

5. Jasa asuransi merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi 

kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan 

asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang 
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asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan 

asuransi. 

6. Jasa keagamaan, yang jenisnya meliputi: 

a. Jasa pelayanan rumah ibadah; 

b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah; 

c. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan  

d. Jasa lainnya di bidang keagamaan. 

7. Jasa pendidikan, yang jenisnya meliputi: 

a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa 

penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, 

pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan 

keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan professional; 

dan 

b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. 

8. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh 

pekerja seni dan hiburan. 

9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau 

televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang 

tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan 

komersial. 

10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam 

negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan 

udara luar negeri. 
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11. Jasa tenaga kerja, yang jenisnya meliputi: 

a. Jasa tenaga kerja; 

b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga 

kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja 

tersebut; dan  

c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. 

12. Jasa Perhotelan, yang jenisnya meliputi: 

a. Jasa persewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah 

penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait 

dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan  

b. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di 

hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel. 

13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 

pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok 

Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

14. Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir 

dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut 

bayaran. 

15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 

16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. 
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17. Jasa boga atau katering. 

Menurut Resmi (2016), subjek pajak atas PPN terdiri dari: 

1. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP 

yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk 

pengusaha kecil. 

2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. 

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP 

dan/atau penyerahan JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau 

penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.8 miliar setahun. 

3. Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud 

dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean. 

4. Orang Pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya 

sendiri dengan persyaratan tertentu. 

5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah. 

Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah yang terdiri atas Kantor 

Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, 

termasuk Bendahara Proyek. 

Menurut Waluyo (2013) PPN dikenakan atas: 

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; 

2. Impor BKP; 

3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha; 

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar di dalam Daerah Pabean; 

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 
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6. Ekspor BKP berwujud oleh PKP; 

7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP; 

8. Ekspor JKP oleh PKP; 

Berdasarkan Undang-Undang PPN menganut metode kredit pajak serta 

metode faktur pajak. Terdapat mekanisme yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut (Mardiasmo, 2016): 

1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP 

penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut 

merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak 

Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur 

pajak. 

2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib 

memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. 

Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur 

pajak. 

3. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar 

daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas 

negara. 

4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil 

daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi atau 

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. 
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5. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak atau di akhir 

bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai 

dasar untuk menghitung PPN. DPP terdiri atas harga jual tidak termasuk PPN, 

nilai penggantian, nilai ekspor, dan nilai impor (Resmi, 2016). Berdasarkan 

ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 

menyebutkan tarif PPN adalah 10%. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas: 

1. Ekspor BKP Berwujud; 

2. Ekspor BKP Tidak Berwujud; dan 

3. Ekspor JKP. 

 

2.2  Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terdaftar 

Pengertian pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun 

yang dalam kegiatan atau pekerjaannya menghasilkan barang, menginpor 

barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan 

barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa 

termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean 

(Mardiasmo, 2016). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang 

melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang PPN, termasuk pengusaha kecil yang memilih 

untuk dikukuhkan menjadi PKP (Waluyo, 2013).  
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Berdasarkan PMK No.197/PMK.03/2013 yang berlaku efektif per 

tanggal 1 Januari 2014 menyatakan bahwa Pengusaha Kecil atau Pengusaha 

yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP 

dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 

Rp4.8 miliar tidak diwajibkan untuk melaporkan diri sebagai PKP. Pengusaha 

wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai 

dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto melebihi Rp4,8 

miliar, pelaporan usaha paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat 

jumlah peredaran brutonya melebihi Rp4,8 miliar (Mardiasmo, 2016).  

Tata cara pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP adalah sebagai 

berikut (www.pajak.go.id):  

1. Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 

Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan 

menjadi PKP; 

2. Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan 

usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di 

tempat kegiatan usaha dilakukan; 

3. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib 

mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib 

mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP; 
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4. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi 

sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai 

peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai 

pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 

PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. 

Fungsi pengukuhan PKP adalah sebagai identitas dan juga sebagai 

bentuk pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang 

PPN (www.pajak.go.id). Bagi Pengusaha yang telah mengukuhkan diri 

sebagai PKP berkewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 

menjadi PKP, memungut PPN, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar 

dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan, dan melaporkan penghitungan pajak (Mardiasmo, 2016). 

 

2.3 Pengaruh Pengusaha Kena Pajak Terdaftar Terhadap 

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  

Bertambahnya wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP akan 

menambah potensi pemajakan objek PPN yang berarti akan meningkatkan 

realisasi penerimaan PPN (Kresna, 2014). Semakin banyak Wajib Pajak yang 

mendaftarkan diri atau mengukuhkan dirinya sebagai PKP, maka semakin 

besar penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah PKP yang 

terdaftar berarti terdapat pertambahan objek PPN (jumlah transaksi BKP 

dan/atau JKP), maka semakin banyak jumlah PPN yang dipungut dan disetor 

ke kas negara. Akibatnya, akan meningkatkan penerimaan PPN. Pengusaha 

Pengaruh pengusaha..., Stiefany Budiman, FB UMN, 2016



30 
 

dapat mendaftar dan mengukuhkan dirinya sebagai PKP untuk dapat 

meningkatkan jumlah penerimaan PPN (Sadiq, dkk. 2015). 

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) 

menunjukan hasil bahwa jumlah PKP memiliki pengaruh terhadap penerimaan 

PPN. Penelitian yang dilakukan oleh Kresna (2014) menunjukan hasil bahwa 

jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Serta 

penelitian yang dilakukan oleh Sitio (2015) yang menyatakan bahwa PKP 

Terdaftar juga berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun penelitian yang 

dilakukan oleh Sadiq, dkk (2015) menunjukan hasil bahwa Pengusaha Kena 

Pajak Terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka rumusan hipotesis variabel ini adalah sebagai berikut:  

Ha1 : Jumlah PKP terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN. 

 

2.4 Pemeriksaan Pajak  

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 

2013).  

Untuk mencapai tujuan dari pemeriksaan, diperlukan standar dari 

pemeriksaan, yaitu (Waluyo, 2013):  

1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak. 
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a. Telah mendapat mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang 

cukup sera memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. 

b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa 

mengutamakan kepentingan Negara. 

c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan. 

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. 

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang 

baik. 

b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, 

yang harus dikembangkan melalui pencocokan data. 

c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten. 

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri 

dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih 

anggota tim. 

e. Tim pemeriksa dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang 

memiliki keahlian tertentu seperti penerjemah bahasa, ahli di 

bidang teknologi informasi, dan pengacara. 

f. Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-

sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. 

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal 

Pajak, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau tempat tinggal 

Wajib Pajak. 
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h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan 

dapat dilanjutkan di luar jam kerja. 

i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas 

Kerja Pemeriksaan. 

j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan 

surat ketetapan pajak. 

3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak. 

Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat 

ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan 

pemeriksaan, memuat simpulan, dan informasi lain yang terkait dengan 

pemeriksaan. 

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, 

tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut:  

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajban perpajakan. 

a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian 

pendahuluan pajak; 

b. SPT rugi; 

c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang telah 

ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan. 

d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, 

pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya; 
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e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan 

hasil analisis (risk based selection) mengindikasi adanya kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Tujuan lainnya: 

a. Pemberian NPWP secara jabatan; 

b. Penghapusan NPWP; 

c. Pengukuhan PKP dan pencabutan PKP; 

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan; 

e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Perhitungan 

Penghasilan Neto; 

f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; 

g. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil; 

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN; 

i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; 

j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas 

perpajakan; dan/atau 

k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian 

Penghindaraan Pajak Berganda. 

Dalam teori yang dijelaskan oleh Waluyo (2013), bahwa Laporan 

Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak. 

Menurut Mardiasmo (2016), Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat 

ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat 
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Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak 

Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). SKPKB 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 

sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar (Waluyo, 

2013).  

Menurut Mardiasmo (2016), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB) diterbitkan apabila:  

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang 

dibayar. 

2. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 

waktunya. 

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN ternyata tidak seharusnya 

dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% 

(nol persen). 

4. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi 

sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. 

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang  kurang 

dibayar maka kekurangan pembayaran dalam SKPKB ditambah dengan sanksi 

bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak 

sampai dengan diterbitkannya SKPKB, dan dikenakan sanksi administrasi 
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berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) apabila Surat Pemberitahuan 

tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah 

ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya, tidak seharusnya 

dikompensasi selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol 

persen), dan tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan (Mardiasmo, 2016).  

 

2.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai 

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang 

dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan 

juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan 

yang berlaku (Trisnayanti dan Jati, 2015).  

Semakin banyak dilakukan pemeriksaan pajak maka fiskus akan dapat 

mendeteksi adanya kecurangan yang telah dilakukan oleh PKP. Selain itu 

pemeriksaan juga dilakukan agar dapat mendorong PKP untuk membayar 

kewajiban pajak yang masih belum atau kurang dibayar dengan jujur sesuai 

ketentuan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan penerimaan PPN. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukartha (2014), 

menunjukan hasil bahwa pengujian variabel pemeriksaan pajak berpengaruh 

signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Penelitian yang 

sama dilakukan oleh Trisnayanti dan Jati (2015) menunjukan hasil bahwa 

pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan 
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Pajak Pratama Bandung Utara serta Meiliawati (2013) menyatakan bahwa 

pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak. 

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Wulandari, dkk 

(2014), bahwa pemeriksaan pajak tergolong tidak efektif terhadap penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka rumusan hipotesis variabel ini adalah sebagai berikut:  

Ha2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. 

 

2.6  Surat Tagihan Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan Surat Tagihan Pajak (STP) 

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda. STP diterbitkan apabila sebagai berikut (Ilyas 

dan Burton 2013:92): 

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat 

salah tulis dan/atau salah hitung; 

3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; 

4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi 

tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat 

waktu; 

5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang 

tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain; 
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a. Identitas pembeli; atau 

b. Identitas dari pembeli serta nama dan tanda tangan, dalam hal 

penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran; 

6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa 

penerbitan faktur pajak; atau 

7. PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. 

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan 

surat ketetapan pajak. Pengenaan sanksi berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak 

diuraikan sebagai berikut (Resmi, 2016): 

1. Sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau 

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai 

dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang 

diterbitkan karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau 

kurang dibayar, atau dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan yang 

menunjukkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau 

salah hitung. 

2. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar 

pengenaan pajak dikenakan terhadap pengusaha yang telah dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak ttapi tidak membuat faktur pajak atau 

membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau pengusaha yang telah 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur 
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pajak secara lengkap; atau Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak 

tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. 

3. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang 

ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak sampai dengan tanggal 

penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang 

gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. 

 

2.7  Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN 

Penerbitan STP hanya akan dilakukan oleh KPP apabila wajib pajak tidak taat 

pajak. Jadi, STP diterbitkan untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga 

dapat meningkatkan penerimaan pajak (Vegirawati, 2011). Semakin sedikit 

STP PPN yang diterbitkan maka mengindikasikan wajib pajak telah patuh 

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan PPN pun 

akan meningkat. 

Penelitian yang dilakukan Vegirawati (2011) menyimpulkan bahwa 

STP berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang sama juga 

dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyimpulkan bahwa STP 

PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Serta Kresna (2014) yang 

menyatakan bahwa STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penerimaan PPN. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis 

variabel ini adalah sebagai berikut: 
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Ha3 : Surat Tagihan Pajak PPN berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.  
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2.8 Model Penelitian 

Berikut merupakan gambaran penelitian untuk penelitian ini 

Gambar 2.1.  

Model Penelitian 
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